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MENTERI DALAM NECERI
REPURBLIK INDONESIA

A '
KEPUTHSAN MENTERI DALAM NEGIER]

NOMOR 207 TAIIUN 2004
“ TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERALIT KOTA SURABAYA
NOMOR T TATIUN 2003 TEMNTANG PELAYANAN
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DIBIDANCG KEETENAGAKERIAAN
MENTERTIIATANM NEGERT,

bavhwa Peraturan Daerals Kota Surabaya Nomor | Tahun 2003
tentang Pelayanan Dibidang Ketenagakesjaan, bertentingan
dengen peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurul*a diatas,
perly ditetapkan pembatalpn Peraturan Daerahy Kota Suralaya
Nomor 1 Tahun 2003 entang Pelayanan Dibidang
Ketenagakerjaan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri,

Undimg-undang Nomor 1Y Tahun 1997 tentang Pajak Daerai

dan Retribusi Daerah sebagaimana telah  diubah  dengan
Undang-undang MNMomor 34 Tahun 2000 (Lembyran Negara

Tuhun 2000 Nomor 246, Tambahun Lembaran Negara Nomaor
d048); .
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

v ) i i :
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambuhian

[_.embaran Negara Nomor 3839),

Unding-undiang Jomor 13 Tahun 2003  tentang
Ketenagakerjoan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000  tenting
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sabagai
Dacrak Otonom (Lembaran Negara Tahur 2000 Nomor 54,
Tambuhan Lembaran Megara Nomor 3952);

Permuran Pemerintzh - Nomor 20 Tahun 2001 entang
Pembinuan  Dan  Pengawasan  Atas  Penyelenpguraan
Pemerimahar Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
1, Tehahan Lembarin Negarn Nomor 4090);
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6. Pesmuran Pemerintah Nomor 66 Tuhun 2001  tentang
Retzibusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114,
Tambahan Lembaren Negara Nomor 4139),

MEEMUTUSKAN
Menctapran : .

PERTAMA . Membatalkan Peraturan /Daerah Kota Surabaya Nomor |
- Tahun 2003 tentang Peluyanan Dibidang Ketenegakerjaan,
dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Numcr
I8 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrali dan Retribusi Duerith
sebagnimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000, Undang-undang Momor 13 Tahun 2003 tentang
Kelcnagakerjaan, Peraturan Pemcrintain_Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah, karéna penempatan (enagi
; “Kerja, lembaga latihan kerja, pengesahan usaha atau kegiaian
KeicnagaReraartidak-—ditenarkamdikenakan. retribusi, <an
Wi Tencana  penémpalan lenaga kerja asing  pendatang.
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

KEDUA . Agar  Walikola  Surabaya  menghentikan peia’sanain
Peraturan Dacrah Kota Surabaya Nomor | Tahan 2003
lentang Pelayanan Dibidang Ketenagakerjaan, paling lambat
7 (ujul) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku’pada tanggal ditetapkan dan
apabita dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan.di Jakarta
pada tanggal 7 Oktobder Z00U
st P—
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JALAM NEGERI,

MARI SABARNO
Tembusan disampaikan kepada Wih.
I. Presiden Republik Indonesiy,
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. Wakil Presiden Republik [ndonesia;
. Menteri Keuangan R,

. Gubernur Jawa Timur;

5. Ketua DERD Kola Surabaya.
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